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Seiring dengan penerapan desentralisasi sgjak Januari 2001 lalu, penyelenggaraan asas dekonsentrasi di
Indonesiajuga mengalami perubahan mendasar baik dalam tata aturan penyel enggaraannya maupun dalam
luas cakupan bidang kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan. Penerapan dekonsentrasi di Indonesia
pada era desentralisas ditujukan untuk melaksanakan sejumlah kewenangan di bidang lain yang masih
dimiliki Pemerintah Pusat, selain l[ima bidang kewenangan utama yang tidak diserahkan ke daerah, yang
lokasi pelaksanaannya berada di daerah. Kewenangan Pemerintah tersebut menurut UU 22/1999
dilimpahkan kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah. Untuk kewenangan yang dilimpahkan
kepada gubernur, pelaksanaannya berada pada dinas propinsi.

Desentralisasi seharusnya berimplikasi pada berkurangnya secara signifikan anggaran pembangunan
sektoral yang dikelola Pemerintah Pusat mengingat mekanisme pembiayaan yang dianut Indonesia adalah
money follows function. Namun yang terjadi saat ini adalah terdapatnya hubungan yang tidak sejalan antara
arah dan besar perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan dengan arah dan besar
perubahan anggaran yang dial okasikan untuk melaksanaan kewenangan tersebut. Hal ini rnenimbulkan
sgjumlah pertanyaan yaitu: bagaimana dekonsentrasi diatur dalam peraturan perundangan yang ada saat ini,
sgjauh mana pelaksanaan dekonsentrasi di Indonesia dalam konteks desentralisasi secara umum, sejauh
mana praktek dekonsentrasi telah sgjalan dengan peraturan perundangan yang ada, implikasi apayang
timbul dari praktek dekonsentrasi yang terjadi selamaini, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?

Hingga saat ini tidak banyak studi atau kagjian mengenai dekonsentrasi. Di Indonesia, bahkan belum ada
studi yang secara khusus membahas persoalan dekonsentrasi pada era desentralisasi. Berangkat dad
permasalahan di atas dan adanya keinginan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan
peraturan perundangan dan pelaksanaan dekonsentrasi di Indonesia, kajian ini ditujukan untuk mempelgari
pelaksanaan dekonsentrasi dengan membandingkan praktek dekonsentrasi yang terjadi dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku, serta mengidentifikas faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat
pelaksanaan dekonsentrasi di Indonesia pada era desentraliasasi.

Studi ini menggunakan variabel pengeluaran pembangunan APBN, terutama yang dikategorikan sebagai
anggaran dekonsentrasi, sebagai indikator utama dalam menilal pelaksanaan dekonsentrasi. Selain APBN
digunakan juga variabel pengeluaran pembangunan yang berasal dari APBD. Untuk menila praktek
dekonsentrasi yang dijalankan oleh departemen pusat, Departemen Pertanian diambil sebagai contoh kasus.

Secara keseluruhan, hasil studi menyimpulkan bahwa penyel enggaraan dekonsentrasi pada era desentralisas
masih jauh dari kondisi yang ditetapkan oleh peraturan perundangan dan masih di bawah kondisi yang
diharapkan dari penyelenggaraan desentralisasi secara umum. Keseluruhan hasil studi menunjukkan:
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Masih terdapat ketidakseimbangan dalam pola pembiayaan pembangunan antara pusat dan daerah yang
dicerminkan oleh masih tingginya kontribusi APBN dalam pembiayaan penyel enggaraan pembangunan
secara keseluruhan, terus meningkatnya pengel uaran pembangunan APBN selama era desentralisasi dengan
tingkat kenaikan yang lebih besar dibanding tingkat kenaikan dana perimbangan yang ditransfer ke daerah
otonom, terjadinya pergeseran dalam aiokasi pengeluaran pembangunan APBN dari yang tadinya secara
dominan diselenggarakan di daerah menjadi |ebih banyak dilaksanakan langsung oleh kantor pusat,

Terdapat ketimpangan antara anggaran dekonsentrasi dengan anggaran pembangunan yang berasal dari
APBD dan juga dengan dana perimbangan yang diterima daerah yang ditunjukkan oleh tingginya anggaran
dekonsentrasi (mencapai 2-4 kali lipat) dibanding anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD, tidak
seimbangnya besaran pembiayaan dengan besaran kewenangan yang diserahkan/dilimpahkan sebagaimana
ditunjukkan oleh tingginya anggaran dekonsentrasi dibanding dana perimbangan yang diterima daerah,
tidakterdapatnya pola, kriteria maupun mekanisme distribusi anggaran dekonsentrasi di antara propinsi,

Terdapat penyimpangan dalam praktek dekonsentrasi yang dijalankan departemen/LPND yang ditunjukkan
oleh fakta bahwa sebanyak 73,5% anggaran pembangunan APBN dan 94% anggaran dekonsentrasi justru
diserap oleh kelompok departemen/LPND yang tidak terkait dengan bidang kewenangan utama yang tidak
diserahkan ke daerah, lebih dari 98% anggaran dekonsentrasi digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan
yang bersifat pelaksanaan di daerah hanya 0,4% yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kewenangan
yang bersifat penetapan kebijakan, sebagian besar kegiatan dekonsentrasi diselenggarakan di tingkat
kabupaten/kota dengan melibatkan dinas pemerintah daerah setempat, tidak ada perubahan yang terjadi
dalam mekanisme dan pendekatan yang digunakan oleh Departemen/LPND dalam merumuskan kegiatan
dan menyusun anggaran dekonsentrasi dibanding sebelum desentralisas.

Dari kasus Departemen Pertanian (Deptan) diketahui bahwa lebih dari separuh anggaran dekonsentrasi
Deptan dialokasikan untuk penyelenggaraan proyek di 337 kabupaten/kota dengan rata-rata nilai proyek
sebesar Rp 2,1 milyar per kabupaten/kota, Deptan masih menjadikan dekonsentrasi sebagai pendistribusian
tugas penyelenggaraan pembangunan antara pusat dan daerah tanpa memperhatikan apakah sesuai atau tidak
dengan bidang kewenangan yang dimiliki, lebih dari 98% anggaran dekonsentrasi Deptan digunakan untuk
membiayai kegiatan proyek pembangunan pertanian yang ruang lingkup kewenangannya bukan lagi milik
Deptan berdasarkan peraturan perundangan yang ada, anggaran dekonsentrasi Deptan yang sangat tinggi
(rata-rata 3 kali lipat dari anggaran pembangunan sektor pertanian yang dibiayai APED) berpeluang
mengganggu penyelenggaraan kegiatan dinas propinsi dalam rangka desentralisasi.

Kondis di atas disebabkan oleh sjumlah faktor yang bersumber dari: (1) peraturan perundangan yang ada
yaitu berupa (i) kelemahan ketentuan pasal-pasal dalam UU dan PP yang berlaku saat ini, (ii) adanya gap
antara ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku saat ini dengan terminologi dalam teori
dekonsentrasi, dan (iii) terdapatnyainkonsistenasi di antara pasal-pasal yang terkait dengan dekonsentrasi
yang terdapat daiam UU dan PP serta peraturan lain yang menyertainya, serta (2) pelaksanaan peraturan
perundangan di lapangan yaitu berupa (i) adanyaresistensi yang kuat dari pemerintah pusat untuk
menyerahkan kewenangan berikut pembiayaannya kepada daerah, (ii) tidak berperannya Departemen



Keuangan sebagal katup akhir penentuan keputusan pengal okasian penggunaan pengeluaran negara, (iii)
hampir tidakadanya departemen/LPND yang melakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi dengan
perubahan bidang kewenangan paska desentralisasi, (iv) rendahnya pemahaman para penyelenggara
pemerintahan di pusat dan daerah mengenai dekonsentrasi, (V) rasa kecurigaan yang beriebihan berkaitan
dengan rendahnya kepercayaan antar berbagai tingkatan pemerintahan, (vi) ketidakseimbangan antara
transfer jumlah dan bobot kewenangan dengan pembiayaan, serta (vii) keteriambatan pusat dalam
mengel uarkan peraturan perundangan lanjutan yang mendukung pencapaian efektifitas penyelenggaraan
dekonsentrasi.

Studi ini mengusulkan kepada Pemerintah untuk: (1) melakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan
peraturan perundangan yang mengatur penyel enggaraan dekonsentrasi dalam konteks desentralisasi secara
luas yaitu dengan mengembalikan ketentuan mengenai dekonsentrasi kepada terminologi yang sebenarnya
dan melakukan penyempurnaan peraturan perundangan tentang pembagian bidang kewenangan antara pusat
dan daerah, (2) melakukan evaluasi dan koreksi terhadap alokasi anggaran pengeluaran negara, terutama
pengeluaran pembanguan dan dana perimbangan, (3) menetapkan departemen/LPND yang bertugas
menindakianjuti ketentuan-ketentuan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan dekonsentras
dikaitkan dengan konteks desentralisasi secara luas serta melakukan pengawasan dan penilaian terhadap
praktek dekonsentrasi pada setiap departemen/LPND, serta (4) meningkatkan sosialisasi kepada para pejabat
terkait di pusat dan saerah mengenai penyelenggaraan asas dekonsentrasi.



